
 
 

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA 
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

NOMOR  27 TAHUN  2006     

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANA KEWENANGAN DIBIDANG 

PERTANAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SEMARANG,   

 

Menimbang : a.   bahwa masa berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pelaksana Kewenangan Dibidang 

Pertanahan berakhir di akhir tahun 2006; 

 

b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan dibidang 

pertanahan secara efektif dan efesien serta memperhatikan 

kebutuhan dan kemampuan daerah, maka dipandang perlu meninjau 

kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 

2005 tentang Pelaksana Kewenangan Dibidang Pertanahan, karena 

dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa 

ini; 

 

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf  b di atas, perlu 

ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang 

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 

Tahun 2005 tentang Pelaksana Kewenangan Dibidang Pertanahan; 

 

 

 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-

Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II 

Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 

2043); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

 

 

 

 

 



9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004            
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548) ; 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 

13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan 
Nasional Dibidang Pertanahan; 

14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 
Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang          
Tahun 2004 Nomor 43 Seri A Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang             
Tahun 2005 Nomor 1 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1); 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

dan 

BUPATI SEMARANG 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 

29 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANA KEWENANGAN 

DIBIDANG PERTANAHAN. 

 

 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pelaksana 

Kewenangan Dibidang Pertanahan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 

Nomor 29 Seri D Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 

28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . 

 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tahun 2007. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. 

 

 

Ditetapkan di Ungaran 

pada tanggal 18-10-2006 

 

BUPATI SEMARANG, 

 

CAP TTD 

 

BAMBANG GURITNO 

 
 

 
 
 
 



Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 19-10-2006 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG 

 
CAP TTD 

 
SOEPARTONO 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 27  

SERI D NOMOR 10 
 

Diperbanyak  
Sesuai Dengan Aslinya 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
CAP TTD 

 
BUDI KRISTIONO 

 


